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Pembukaan, Penunnﬁalan, dan Penegrian
Sekolah Menengah Unum Tingkat Pertana

MEWLLEKT PunDIDIKAI DA K.EBUDAYAAL"

2, bahwa berdasarkan Keputusal Menteri Pendidikan dan XKe-
budayaan tangga¥ 22 Desenber 1978 No,0370/0/1978 tecloh die.
tetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Me-
nengah Unum Tingkat Pertanaj

bahwa untuk'meningkatkan daya tampung sckolah nenengah unun
tingkat pertana nepgeri sesuai denjzan kebutuhan nasyarakat
Yang nakin meningkat, dipandang perlu nenetapkan pembukaan,
penunggalan, dan peneprian Sekolah Menengah Upum Tingkat
Pertana;

l, Keputusan Presiden Republik Indonesia;
ae Nomor 44 Tahun 1974
b, Nomor 40/M Tahun 19803
¢s Yomor 45/M Tahun 1983
d, Womor 15 Tahun 1984;

29 Ksputusan Manteri Pendidikan dan Kebudayaans
a, tanggal 22 Desenber 1978 No.0370/0/1978;
b, tanggal 30 Juni 1979 No,0145/0/1979;
ce tanggal 11 September 1980 No,0222b/0/19804
d. tanpggal 14 Maret 1983 No, 0172/0/1983 dat No.0173/0/1983)

Persetujuan Menteri *egara Pen@a agunaan Aparatur begara
dalanm suratnya Nomor B.847/I/M&n2Al/10/84 tangpal 31 Oktober
1984,

a. Menbuka Sekolah Menegﬁah Unun Tingkat Pertana (SMP) Negeri;
b, Meuunggalkan Filial = P Negeri men jadi SMP Neperis
¢. Menegerikan SMY Syasta menjadi SMP Wegeri,

dibeberapa Propinsi sebagaimania terscbut pada Lampiran I Kew
putusan ini.

Kedudukan, tuszas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata
kerja SMP Negeri terscbut pada diktun "Pertama” diatur sesuai
dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kee
budayaan tanggal 22 Desember 1978 Nol.0370/0/1978.

Yenugaskan kepada Kepala Kant or Milayah Departenes Pendidikan
an Kebudayaan di Propinsi—yang bera%nckutaﬁ untuk nelaksana-
Lan ketentuan tersebut pada diktun "Sertama’ bagi sekolah

yang berada di wilayahnya, :

Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi nasing-
mas{ns aekolahpdi Propinsi yang bersangkutan dibgbankan p;ga
nata anpgeran sebagaimana tersebut pada kolon 7 Lampiran
Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departenen
Pendidikan dan Kebudaynan tahun 1984/1985, dan untuk tahun;
tahun selanjutnya pada mata anjgaran yang selaras dengan itu.

umldh-BMP139scri di Indonesia
adaloh 5,844 (lina ribu delapan ratus delapan puluh eripat) L
tersebar di 27 (dua puluh tujuh ) Propinsi,
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iatur dalam Keputusan ini akan
lanjut dalap ketentuan tersendiri.

. geputusan°ini mulai berlaku pada tanggal ditotapkan dan
erlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984,

* Halahal lain
yYang belun d
diatur lebinh ¢

Kedelapan

Ditetapkan di Jakarta
. pada tanggal 20 Nopembor 1984,
| MENTEKRT PEnDIDIKAN Day KEBUDAYAAN
: 4 a - n . b. 8 1
y - . - Sckretaris Jenderal,
| t.t.d.
SOLTAnTO WIRJOPRASONTO

SALI#A# Keputusan ini disampaikan kepada :

S 1. Sckretariat Negara,
‘ s sekretariat Kabinet,
‘3¢ Semua Menters Koordinator,
%o Senmua Mentori Negara,
= 5. Semu&‘. I4enteri,
6o Senua ‘Menters Muda, '
7e Sekretaris Jelideral Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalan lingkungan Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan, " '
& 0. Kepala Badan_Penelifian dan Pengembangan Pendidikan dan Kobudayaan pada
epartemen Pendidikan dan Kebudayaan,

1l. Semua Sekretaris.Itjen, Yitjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan
Yendidikan dan Kebudayaan dalan lingkungan Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan, :

12. Senua Direkturat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Depar-
temen Pendidikan dan Kebudayaan,

13, Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,

. 14, Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,

15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, o

» J 16.. Senua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,

17. Senua Univ/InSt/Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk. Pepartemen Pendidikan dan
: “Kebudayaan, s

7~ 18. Badan Pemepiksa Keuangan,
19. Ditjen Angparan, %
20, Ditjen. Pajak, ' '
2l, Dit, Perbendaharaan Negara Ditjen, Angparan Departemen Keuangnn,
22, Senmua Kantor Peérbendaharaan Negara, %
23. Bndan Administrasi Kepegawaian Negara,
2k, Lembage hdministrasi Yegara,
25. Ketua DPR_RT :
26, Komisi IX Dpﬁ-RI, ,
27« Yenp bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

. Salinan sesuai dengan aslinya

Sa%inan dari salinan gesuai A.n, Kepala Bagian,Penyuaun Bqnoancan
Lde “&nhaslin%a; - Peraturan Perundans-uudansan Departeren
A.n, KEPALA BIDANG DIKMENUM KanWIL Pondidikan dan Kobudayaan, -
A DE ‘Kgﬂ? PROPIhSI.J4WA'DARuT .. Kepala Sub'ﬁpgiah PG‘&Bﬁndn@n
(esmter y;%‘sfﬁarm Perdidikan "‘gor}ttau?_&n Peruddang-undangan, _
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SMP 2 ' > ' = Z
73 Lenahabang - Lemahabary; Kabupaten Karawang
o = Rawamerta Kabupaten Karawarg
E.SMPN 1rtanulya - Cikampek Kabupaten Karawang
7 *SMPN 2 K&Ia"§“c - Karawab Kabupaten Karawang
77« cupn | Dekasi - Pekasi : Kota Admiristratif Bekasi
784 Serahg - Serang Kabupaten Bekasi
79'§MP“ Bantargebang - Bantargebaug Kabupaten Bekasi
80’225? Tenbelang = Yenbelang Kabupaten Bekasi
81 SHEN Myaragenbong - Muaragenborngs Kabupaten Bekasi
82.SHMPN Jatj.sin - Poudokgede Kabupaten Bekasi




